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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DALAM PERADILAN PIDANA?
Oleh: Johan Runtu?

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ide dasar perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan upaya apa yang dapat
dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak
pidana perkosaan. Dengan menggunakan menggunakan metode penelitian
hukum disimpulkan bahwa: 1. Ide dasar perlindungan terhadap korban tindak
pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami
penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk
memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana
perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa
memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan
perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan vyang
diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk
hukum yang memihak korban. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan
dapat mencakup: a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang
Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup
dan nyaman di kesatuan Polri. b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan
selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan
dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan
mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. c. Setelah
pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan
perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan akhir.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap
perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya
terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah
ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada

! Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Frans Maramis,SH,MH, Adi Tirto Koesoemo, SH,
MH, Wilda Assa, SH, MH.
2 NIM: 080711239. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
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kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi
kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan
perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik
melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial
tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam
kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.
Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan
kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk
dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang
jaminan sosial.

B. Perumusan Masalah

1. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perkosaan?

2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana perkosaan?

C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan
dari bahan-bahan pustaka.?

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahanpustaka. Di
dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku Il Bab XIV tentang
Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan
adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan vyang
berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.

B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dan Jenis-Jenis Perkosaan
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

3 Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12

3 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ll,
(Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 980
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S.
Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang
dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 2)
melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan : 1) perbuatan
memperkosa; penggagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.®
Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang
laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk
bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan,
maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”®.

2. Jenis-lenis perkosaan

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sadistic Rape. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif
berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak
menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan
melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. Anger Rape. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan
marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek
terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-
frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. Domination Rape. Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba
untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya
adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki
keinginan berhubungan seksual.

d. Seductive Rape. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang
merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban
memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh
persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan
bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitated Rape. Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan
menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap
kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki
dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan

® W.JS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pustaka,
1984), hal.741.
8 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung, Eresco,
1986), hal. 117.
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yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang
diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh
majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau
mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.Namun demikian
dilihat dari perspektsif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada
tingkalaku yang berbeda-beda baik mengenai motof maupun mengenai
tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan
ini diikuti dengan kekerasan.'?

PEMBAHASAN
A. Ide Dasar Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara
memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh
karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.? Pentingnya
perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat
dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari
The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, Sepetember 1985,
dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “Offenders or third parties
responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution
to victims, their families or dependents. Such restitution should include the
return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of
expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and
the restoration of rights”. (Pelaku atau mereka yang bertangung jawab atas
suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban,
keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik
atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian
yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan
suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan
atas hak).

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan
mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan
(victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini menunjukkan bahwa
perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya

2 Romli Atmasasmita., Teori KApitaselekta Kriminologi, PT Eresco Bandung, 1992, hal 55-
56

> Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 23
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dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi

perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban

mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi
masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga
memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2
yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-
butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban
asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.

. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa
keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5
yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat
butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana

kekeluargaan dan kegotong royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana
perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah
sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi,
“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....... ”, yang juga diatur
dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak
lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya.

o s~ W
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Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan

secara psikis.

Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan
dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

2. Dampak secara mental

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik

secara psikologis maupun medis. Tujuan terapituk dari prosedur ini

(penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik,

intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit

kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.

Pendapat di atas secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat
kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami,
calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.
Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa
percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan
ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga
berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih
fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada
keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak vyang dilahirkan akibat
perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma
keagamaan.

3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada
diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan)
yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya
yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras
yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam
guna menaklukkan perlawanan dari korban.

4. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum,
bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya,
sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-
sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan
makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara
terusmenerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung
berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa
berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja
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terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan

sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki

dan mencari penghargaan.?

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan
perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup
kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan.
Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses
peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia
berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya.
Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana
perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada
polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor
sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan
atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian
harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat
rekonstruksi peristiwa perkosaan. la dihadapkan pada pelaku yang pernah
memperkosanya sekaligus orang vyang dibencinya. Selain itu ia harus
menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha
menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili
pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak
korban.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih
menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti
kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi
tanggungannya. la tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada
kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti
semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah,
pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah
penanggulangan permasalahan.

Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada
korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-
undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

*> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual :
Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2001, hal 82-83

25



Lex Crimen Vol.l/No.2/Apr-Jun/2012

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat

dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The

Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW) yang

menyatakan:

a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada
tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);

c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada
dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945
dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang
juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi.
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan

(perkosaan) juga dapat dilihat pada Konsiderans Keppres No. 181 Tahun 1998

Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan vyang

menyebutkan:

a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara
mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;

b. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun
1979 (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Martabat Wanita (Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment), dan Deklarasi PBB 1993 tentang
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-
hak asasi manusia;

c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya
yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan
diwujudkan secara nyata.

Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai
derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban
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tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban tindak

kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya

diskriminasi. Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan
agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak lagi
memunculkan korban-korban berikutnya.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati
melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa
dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam
prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai
bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban
perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab
perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal
senada juga dapat dilihat dalam konsideran UU No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak asasi Manusia, yaitu:

a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,
atau dirampas oleh siapapun;

b. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin
pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian,
keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.
Secara teoritis, UU No.r 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek

perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal

34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak

asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara
praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang
secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja
disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan. Sebagaimana yang telah diatur

dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula UU No. 2 Tahun 2002

Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat

dari Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, ganguan, teror,
dan kekerasan dari pihak mana pun.

b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh PP No. 2 Tahun 2002
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik
dan mental;

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa
bertatap muka dengan tersangka.

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus
dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun
2002). Begitu pula, dalam PP ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang
penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat
penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada
konsideran dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban yang menyatakan:

a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah
keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami
sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan
menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
tindak pidana;

b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami
kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan
adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi
Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses
peradilan pidana.

UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian koban dalam arti luas, yaitu
seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental
atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat
dilihat pada Pasal 1 angka 1 Il No. 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban
adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) UU No. 13
Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban,
yang meliputi:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
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b. lkut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i. Mendapatkan identitas baru;

j- Mendapatkan tempat kediaman baru;

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

I. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

m.Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan
terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit
dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-
hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana
dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana
khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan
untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa
memperhatikan pula hak-hak para korban”.*

Dalam KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan
perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d
101.

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti
kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Secara eksplisit,
KUHAP memang telah mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian
tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya
kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara
umum diatur dalam pasal 98 s/d 101 dengan cara penggabungan perkara
gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
ini tidak efektif karena jarang digunakan.

Diabaikanya eksistensi korban (victim) dalam penyelesaian kejahatan
menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh G widiartana, terjadi karena beberapa
faktor, yaitu sebagi berikut:

* Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 33
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1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang
sebenarnya secara dimensional.

2. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan
pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab,
dan bermartabat.

3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak
didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepa (tidak
melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia sebagai manusia
sesama kita).”

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya
menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat
perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum
pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan
"perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak Iangsung".6 Dalam konsep
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa
asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks
hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana
materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat
diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang
diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis
tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai
apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya,
apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang
sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban
kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian
kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung
jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada
korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut Stephen
Schafer, (seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam
bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan), terdapat 4 (empat) sistem

> Bambang Waluyo., Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta,
2011, hal 8-9.

® Moerti Hadiati Soeroso., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, Sinar Garfika, Jakarta, 2010, hal 120.
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pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara
lain:
a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses
perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses
pidana.
b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana
diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat
keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya.
d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan
didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi
tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam
proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan
murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban
ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.8
Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran
ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem
pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat
sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan.
2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat
munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.
Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada
korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada
kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.
3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak
pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan
dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini
diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang
menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.
4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban
kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban
kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban.
Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari

® Ibid, hal 167-168
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sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan
korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum vyang layak dapat
berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan
proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.
Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam
upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui
informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja
kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga
perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di
negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap
korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses
penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan
perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.
Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama
dengan Pancasila dalam pengamalannya. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengah
Pancasila, khususnya dalam bidang usaha mencapai masyarakat yang adil serta
maksud spiritual dan material dalam rangka meningkatkan martabat manusia
yang menjadi korban sehingga manusia dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dalam konteks perlindungan
terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang
dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak
hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai
ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan
medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan
yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu
perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen
penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan
(keluarganya) memperoleh perlindungan.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan
Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu
lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih
dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki
oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian
atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.
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Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No0.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah
menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses
keadilan, khususnya dalam proses peradilan pidana.

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan
terhadap perempuan (perkosaan) dapat dilihat dari uraian di bawah ini:
Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni
hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa
pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada
dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-laki).? Meskipun pada tahun
1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap
Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan
umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan
kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi
dan eksploitasi.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak
semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga
merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi
korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan
kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan
yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini
berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak
menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu
hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap
pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif
Indonesia diatur dalam116:

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit,
ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap
korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut
dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-
sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan
melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa
orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak
pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada
perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.” Menurut
ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim

o .Tapi Ormas lhromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima., Pengahpusan Diskriminasi
Terhadap Perempuan, Penerbit Alumni Bandung, 2000, hal 84
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dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada

terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan

kepada korban.

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab Ill Tentang
Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur
tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan
perkara pidana dan perdata.

Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang
dideritanya. Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban
dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan
dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya
dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan
kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui
mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses
penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: Pertama, korban
hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi
korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan
dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Kedua, korban hadir di sidang
pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang
dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang
atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan
terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan
bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi
kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang
dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai
korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam
perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses
penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif.
Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap
mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif
kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mandapat
perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak
merupakan perlindungan yang tidak langsung.

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil
besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini
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dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-
ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya,
memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut
dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang
dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran
masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat
berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan
korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat
dalam kehidupannya.

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai
peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban.
Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak
mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-
lain.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan
juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian
sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum vyang diberikan terhadap korban tindak pidana
perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat
ini Polri perlu membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang
Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan
nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban
kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman
kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian
didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak
merasa takut dalam persidangan. Apalagi dalam persidangan, korban harus
dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma
sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam
persidangan. Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga
diatur dalam PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap
Korban dan Saksi Pasal 4 yang berbunyi:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik
dan mental;

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa
bertatap muka dengan tersangka.
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Perlindungan senada juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g yang berbunyi:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5
ayat (1) huruf h s/d m Il No. 13 Tahun 2006, maka korban berhak
mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i. Mendapatkan identitas baru;

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

|. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan akhir.

Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan
perundang-undangan belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang
memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini
bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi
dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum. Dari uraian di atas, masih ada aparat hukum yang dalam
memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan.
Penanganan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti
prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan
hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya
reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang
berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa
pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar
bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan
(perkosaan) yang dialaminya.

PENUTUP
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A. Kesimpuan

1. Ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan selain
mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara
psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat
penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan
membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka
aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap
korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan
perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat mencakup;

a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan
Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan
nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi
korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya
dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan
profesional.

b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan
mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat
membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang
akan diberikan dalam persidangan.

c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak
mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat
hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai
batas waktu perlindungan akhir.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan perlindungan
kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa
kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya
menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-
Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal.

2. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban
kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga
bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan
masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.
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